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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Analisis data diatas telah jelas menguraikan mengenai jawaban dari 

permasalahan yang terurai dalam bentuk rumusan masalah. Dari 

analisis tersebut maka dapat disimpulkan mengenai hal-hal yang 

mencakup implementasi dari peraturan tersebut di Pengadilan Agama 

Kota Malang, faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya, 

serta solusi-solusi yang dapat meminimalisir hambatan tersebut 

menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang. 

Sehingga, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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1.  Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.8 No.1 Tahun 

2008 mengenai Hak Memilih Mediator tidak dapat 

dilaksanakan sesuai dengan bunyi peraurannya. Pelaksanaan 

Peraturan tersebut seolah-olah sebatas untuk “menghormati” 

pasal yang menyebutkan mediasi wajib dilaksanakan dan 

putusannya dinyatakan batal demi hukum jika terlebih dahulu 

tidak dilaksanakan mediasi. Dan lebih ekstrimnya hanya 

sebagai formalitas. Hal ini disebabkan oleh, aturan yang ada 

masih belum ideal untuk diterapkan di masyarakat saat ini. 

Proses mediasi yang ada masih dianggap terlalu berbelit-belit. 

2. Para Hakim berpendapat bahwa peraturan mengenai hak 

memilih tersebut sudah ideal tetapi belum efektif untuk 

dilaksanakan di “model” masyarakat yang sekarang ini. Faktor 

penghambat tersebut diantaranya yaitu: a. mengenai kehadiran 

kedua belah pihak di hari sidang pertama, b. Pemahaman 

masyarakat yang terbatas mengenai Peraturan Mahkamah 

Agung yang mengatur mengenai pelaksanaan mediasi. 

Sehingga, mereka kurang begitu mementingkan terhadap 

pelaksanaan mediasi apalagi mengenai proses memilih 

mediator, c. Informasi mediator yang disediakan oleh 

Pengadilan Agama Kota Malang kurang lengkap dan kurang 

mewakili keahlian dari setiap tenaga mediator yang ada di 
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Pengadilan tersebut, d. Kenyataan tentang masih rendahnya 

kesadaran dan budaya hukum di Masyarakat, e. Aturan 

mengenai hak memilih kurang begitu ditegaskan atau kurang 

imperatif dalam suatu aturan, f. Mediasi di Pengadilan sudah 

terlambat untuk dilaksanakan, g. Tidak ada penunjukan yang 

dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim, dan 

penunjukkan hanya dilakukan secara lisan tidak ada BAP 

penunjukkan mediator, h. Mediator tidak lagi sama dengan 

konsep hakam. 

3. Solusi untuk meminimalisir hambatan pelaksanaan hak 

memilih  mediator menurut pandangan hakim Pengadilan 

Agama Kota Malang, diantaranya yaitu: a. memberikan 

pemahaman mengenai pentingnya mediasi. Sehingga 

menumbuhkan kesadaran para pihak yang berperkara di 

Pengadilan dapat menyadari bahwa ada hak mereka untuk 

dapat memilih mediator sesuai dengan keinginan mereka 

masing-masing, b. Melengkapi setiap data yang mengandung 

informasi tentang riwayat pendidikan mediator, keahlian 

mediator, keberhasilan masing-masing mediator dalam 

menyelesaikan masalah melalui proses mediasi, c. Harusnya 

mediasi itu dilakukan ketika para pihak menghadapi masalah 

sebelum mengajukan pokok perkara ke Pengadilan. 
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A. Saran  

1. Untuk dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan pasal 8 

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 mengenai hak 

memilih mediator, setiap Pengadilan Agama di Indonesia harus 

lebih memperjelas dan melengkapi setiap informasi dari masing-

masing mediator. Dengan demikian setidaknya setiap pihak yang 

berperkara bisa merasa lebih dekat dengan calon mediator yang 

dipilih.  

2. Untuk para Drafter untuk dapat lebih mewakili kenyataan 

masyarakat.  Sehingga, masyarakat tidak menganggap bahwa 

hukum atau aturan-aturan tersbut hanya untuk mereka yang 

mengerti hukum. 

3. Untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Peraturan 

Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang proses pelaksanaan 

mediasi.lebih khusus lagi terhadap pasal- pasal yang ada dalam 

Peraturan tersebut.  
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